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Persoalan hubungan sipil-militer selama masareformasi yang paling penting dan patut untuk dijadikan
kajian maupun bahan penelitian adalah di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak-
lebih dari 20 bulan, dari bulan Nopember 1999 hingga Juli 2001. Bukan sagja karena terdapatnya sejumlah
kebliakan penting yang dihasilkan dalam rangka penegakan supremasi sipil, keberhasilan militer Indonesia
melakukan konsolidas Internal, ataupun hubungan sipil (Presiden Abdurrahman Wahid) dengan militer
yang dipenuhi dengan 'ketegangan'. Lebih dari itu, militer indonesia memiiiki peranan yang cukup
signifikan bagi naik dan turunnya Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan Rl ke-4.

<br><br>

Penelitian ini difokuskan pada format hubungan sipil-militer di era Abdurrahman Wahid, khususnya
hubungan antara Presiden dengan TNI. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemikirannya adalah, pertama,
bahwa Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan sejumlah kebijakan penting berkaitan dengan posisi dan
peran TNI-Polri dalam format kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selamaia menjabat sebagai
Presiden Rl ke-4 hasil Pemilu 1999. Sejumlah kebijakan penting ilu diantaranya, penggantian jabatan

K ementerian Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) menjadi Kementerian Pertahanan, penempatan orang
sipil sebagai Menhan, realisasi pemisahan Polri dari TNI, penghapusan Bakorstanas dan Litsus, dicopotnya
Jenderal TNI Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolkam, beberapa mutasi di tubuh militer misalnya
penempatan Laksamana Widodo AS (AL) sebagai Pangab TNI, pergantian posisi Pangkostrad dan beberapa
perwiratinggi lainnyayang dinilai sebagai upaya "dewirantoisasi’, dihapusnya posisi Wakil Pangab, serta
kebijakan yang belum terealisasi, yakni keinginan mengganti jabatan Panglima TNI dengan Kepala Staf
Gabungan dan meletakkan TNI dibawah Menhan. Kedua, militer (TNI) ternyata melakukan respon balik
bahkan ?perlawanan’ atas beberapa kebijakan Abdurrahaman Wahid di atas, terutama yang berkaitan dengan
seiumlah mutasi para perwira, yang dibuktikan dengan penolakan mereka atas Maklumat Presiden (Dekrit)
dan dukungan mereka atas S| MPR 2001.

<br><br>

Dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam dengan para pelaku (tokoh) penting di sipil
maupun militer selama Abdurrahman Wahid menjabal Presiden RI dan studi pustaka, dikumpulkan dan
diverifikas data-dataitu, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian ini ingin
menjelaskan bagaimana pola hubungan sipil-militer di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, sejauhmana
reposisi militer berlangsung di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan apakah pemerintahan
Abdurrahman Wahid mampu membuat hubungan sipil-militer yang betul-betul mencerminkan adanya
reposisi militer dari domain politik dan terbentuknya supremasi sipil yang akan mendukung demokratisasi di
Indonesia ?.

<br><br>

Untuk itu, kerangkateori yang penulis gunakan dalam melihat hubungan sipil-militer di masa pemerintahan
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Abdurrahaman Wahid, pertama, bisa dijelaskan dengan teorinya Perimuller (1980), Huntington (1959) dan
WEelch (1970) yang melihat faktor eksternal militer menjadi penyebab munculnya intervensi. Sedangkan
Finer (1988) dan Nordlinger (1994) melihal faktor interna militer (kepentingan militer) sebagai penyebab
terjadinyaintervensi militer ke domain sipil. Kedua, Alfred Stepan (1998) tentang pengurangan hak
istimewa militer dan otorilas politik militer serta Sundhaussen (1985) tentang alasan dan syarat penarikan
diri militer dari wilayah politik. Ketiga, Perlmutler (1980) dengan teori fusionist (peleburan)-nya

menjel askan tentang model-model hubungan sipil-militer di duniaketiga. Keempat, berkaitan dengan variasi
dominas militer banyak dilakukan oleh Huntington (1959), Monis Janowilz (1964), Claude E. Welch
(1970), David E. Albright (1980), Qrouch (1985) dan Nordlinger (1994), yang menjelaskan model dominasi
militer dalam pemerintahan sipil sesuai dengan posisi dan peran mililer di duniaketiga.

<br><br>

Berdasarkan metode penelitian dan kerangkateoritik di atas, beberapa temuan penting hasil studi, analisis
dan kessmpulan sebagai berikut : Pertama, posisi militer pasca Orde Baru masih kuat, Kedua, militer pasca
Orde Baru telah melakukan beberapa perubahan internal yang merupakan jawaban atas tuntutan dan tekanan
publik. Ketiga, inkonsistens reposisi militer dari politik praktis juga dilakukan oleh kekuatan sipil.
Keempat, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid memang lelah menanda
adanya upaya untuk mereposisi militer dan keinginan untuk memprofesionalkan tentara. Kelima, Hubungan
Abdurrahman Wahid-militer awalnya harmonis, namun tidak berlangsung lama, sebab Abdurrahman Wahid
terlalu mengakomodasi 2kelompok moderal? TNI yang menghendaki terciptanya militer profesional dan
meninggalkan kelompok yang masih memperlahanlkan status quo dimana TNI tidak hanya berfungsi
sebagal ?pemadam kebakaran? sgja, tetapi sekaligus menolak prinsip supremasi sipil. Presiden dianggap
lerlalu jauh melakukan intervensi ke tubuh TNI, sehingga kelompok konservatif mampu

mengkonsolidasi kan kekuatannya bekerja sama dengan kelompok sipil (lawan polilik Abdurrahman Wahid)
menolak Maklumat Presiden dan menggelar SI-MPR.

<br><br>

Keenam, cita-cita penegakan prinsip supremasi sipil pada era kepemimpinanan Abdurrahman Wahid dapat
dismpulkan gagal. Hal ini disebabkan oleh duahal ; (1) presiden, parlemen dan paraelite partai polilik
menjadi titik lerlemahnya. Konflik yang berujung pada fragmentasi di antara kekuatan sipil telah membuka
pintu bagi militer untuk terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan militer ini ditunjukkan melalui
dukungannya Iterhadap penyelenggaraan S| MPR dan, (2) secaraideologis, militer belum sepenuhnya
bersedia menarik diri dari domain polilik praktis. Karena, secara substansi, doktrin dan keyakinan anggola
mililer belum berubah. Selain itu, keengganan militer unltuk back to barrack karena pemerintah belum
sepenuhnya mampu memenuhi anggaran, kesejahteraan dan fasilitas untuk menjadikan militer yang
profesional.



